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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, Kurikulum Perguruan Tinggi harus mengacu pada Standar Nasional Perguruan
Tinggi yang tertera pada Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasiona Indonesia. Sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
standar capaian pembelgaran lulusan perguruan tinggi terdiri dari empat kompetens,
yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Dengan
demikian, lulusan Program Sarjana Hukum memiliki capaian pembelgaran dalam
beberapa aspek kompetensi tersebut.

Hukum perdata merupakan mata kuliah wajib Fakultas Hukum di berbagai
Fakultas Hukum di Indonesia. Hukum perdata diberikan dalam bentuk satu mata kuliah
tersendiri juga mata kuliah lainnya yang merupakan bagian-bagian dari hukum perdata.
Sebagai mata kuliah wajib fakultas, Hukum perdata diberikan bukan sgja bagi mahasiswa
yang mengambil mata kuliah kekhususan atau bagian Hukum Keperdataan, akan tetapi
juga bagi mahasiswa bagian lain, seperti Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Tata
Negara dan Hukum Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa apapun profesi yang akan
ditempuh oleh Sarjana Hukum (Notaris, Bankir, Advokat, Hakim, ASN, dlIl), maka
penguasaan Hukum K eperdataan sangat diperlukan.

Untuk membekali lulusan Fakultas Hukum agar mampu menyusun konsep
penyelesaian masalah atau kasus hukum sebagal keahlian dasar dalam menjalankan
profesi hukum sehingga mampu merumuskan ide secaralogis, kritis dan argumentative di
bidang Hukum Positif Indonesia, khususnya hukum perdata, maka diperlukan
peningkatan kompetensi dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Keperdataan dan
mata kuliah dalam lingkup Hukum Keperdataan.

Para praktisi hukum sebagal professional di bidang Hukum Keperdataan (Notaris,
Advokat, Hakim, Bankir, dll) yang sehari-hari dituntut untuk menyelesaikan
permasal ahan dan solusi sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, diperlukan
pula penguatan dan peningkatan kompetensi agar memiliki penguasaan Hukum
Keperdataan yang aeg dan komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, maka dianggap perlu
diadakannya kegiatan penataran Hukum Keperdataan yang dapat diikuti oleh dosen
Hukum Keperdataan dan praktisi hukum yang berminat meningkatkan kompetensinya di
bidang Hukum K eperdataan.



. Tujuan

a. Meningkatkan kompetenss Dosen mengenar Hukum Keperdataan dalam konteks
perkembangan hukum nasional.

b. Meningkatkan penguasaan Hukum K eperdataan bagi Praktisi Hukum.

. Metode Pelaksanaan

a. Waktu dan Tempat
Penataran Hukum Keperdataan Bagi Dosen dan Praktiss Hukum diselenggarakan oleh
Universitas Islam Bandung pada Hari Selasa-Kamis, 19-21 Februari 2019, pukul
08.00-17.00 di Prime Park Hotel, J. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 47/57 Bandung.
b. PesertaPelatihan

Peserta penatarn adalah Dosen Fakultas Hukum dan Praktisi Hukum dari berbagai
Universitas dan Kota di Indonesia.

. Materi Penataran

Materi yang disampaikan melipuiti:

No Materi Pokok Bahasan Narasumber
1 | Eksistenst Hukum 1. Kebijakan Politik Hukumdi | Prof. Dr.
Perdata dalam Sistem Indonesia Muhammad |snaeni,
Hukum Nasiona 2. Dasar dan sumber Hukum SH., MS.

Perdata di Indonesia

3. Karakteristik Hukum Perdata
di Indonesiayang pluralistic
dan konsekuensinya

2 | Hukum Orang dan 1. Subjek Hukum (Orang dan Prof. Dr.
Keluarga Badan Hukum) Muhammad Isnaeni,
2. Kecakapan Subjek Hukum SH., MS.
3. Perkawinan menurut UU

No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, kedudukan
anak, perkawinan
internasional, asas-asas harta
perkawinan, perjanjian
perkawinan.
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5.

6.

3 | Dasar-dasar Hukum
Benda dan Hukum

1. Prinsip-prinsip Hukum
Benda

Prof. Dr.
Muhammad Isnaeni,

Jaminan 2. Sistematika Hukum II BW SH., MS.
3. Pembagian jenis benda
4 | Hukum Perikatan Prinsip-prinsip hukum perikatan | Prof. Dr. Agus
Y udha Hernoko,
SH., MH.
5 | Hukum Perikatan Perkembangan hukum perikatan | Prof. Dr. Y. Sogar
(termasuk kontrak public dan Simamora, SH.,
kontrak khusus dan Perbuatan M.Hum.

Melawan Hukum)

6 | Hukum Perikatan

1. Konsep onrechtmatigedaaf
dan Konsep Tanggung Gugat

2. Perkembangan perjanjian di
eradigital

Prof. Dr. Toto Tohir
S, SH., MH.

7 | Hukum Perdata lslam

Hukum Perdata |slam

Prof. Dr. Rahmat
Syafe’i, Lc., MA.

8 | Lembaga Keuangan
Syariah

Perikatan dan Akad pada
Lembaga Keuangan Syariah

Prof. Dr. Neni Sri
Imaniyati, SH., MH

Biaya

Biaya pendaftaran Rp. 2.000.000,- dan dana bersumber dari

karyawan Universitas Esa Unggul

Output dan Outcome

anggaran upgrading

Peserta dapat membekali lulusan Fakultas Hukum agar mampu menyusun konsep
penyelesaian masalah atau kasus hukum sebagai keahlian dasar dalam menjalankan
profesi hukum sehingga mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di
bidang hukum perdata dan untuk meningkatankan kompetensi agar memiliki penguasaan
Hukum Keperdataan yang ajeg dan komprehensif.




Lampiran :

1. Materi (terlampir)
2. Foto Pelatihan




3. Sertifikat




